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BAB IV 

 PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

1. Penerapan tindakan terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika, dalam beberapa putusan hakim juga 

menjatuhkan tindakan tambahan berupa pelatihan kerja sebagai bentuk 

pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap 

anak tidak sepenuhnya bersifat represif, melainkan juga mengandung 

unsur rehabilitatif. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, tindakan 

pembinaan masih bersifat pelengkap dan belum sepenuhnya 

menggantikan pidana penjara sebagai sanksi utama. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika memerhatikan aspek pertimbangan yuridis 

berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam hukum pidana, dan 

pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat dari 

perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa yang dalam 

putusan berupa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. 

B. Saran 

1. Agar hakim dalam perkara anak harus konsisten mengutamakan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang SPPA 

dengan mempertimbangkan aspek psikologis, latar belakang, dan 

potensi perbaikan. Dalam perkara narkotika, pendekatan rehabilitatif 

dan pembinaan sebaiknya diprioritaskan dibandingkan pidana 
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represif, serta menjadikan hasil Litmas sebagai dasar pertimbangan 

substantif guna mendukung reintegrasi sosial. 

2. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan 

dan pembinaan yang menyeluruh serta berkelanjutan, baik selama 

maupun setelah proses peradilan. Dukungan tersebut meliputi 

konseling, rehabilitasi, peran aktif orang tua dan Pembimbing 

Kemasyarakatan, serta program pendidikan dan pelatihan 

keterampilan, agar anak tidak mengalami stigmatisasi dan mampu 

menghindari pengulangan tindak pidana. 
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